BAB V

KESIMPULAN

1. Kejahatan yang dilakukan pelaku dapat menyebabkan kerugian terhadap
orang lain maka dengan itu pelaku juga harus mendapatkan sanksi atau
hukuman yang setimpal . Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
ini hanya memperhatikan tentang kepastian hukum, yang berlandaskan
Pasal 2 ayat (1) Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Salahsatu tujuan pemidanaan adalah supaya tidak
mengulangi perbuatan jahat dan tidak ada orang lain yang melakukan
kejahatan yang sama kususnya tindak pidana korupsi. Berdasarkan
beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dikenal dengan istilah Ultra petita,
demikian istilahnya, dimana hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang
tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta, dengan kata
lain ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang
tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Ultra petita
boleh dilakukan oleh hakim atas dasar menyangkut kepentingan masyarakat
luas serta menimbulkan akibat hukum yang lebih luas terutama supaya tidak
terjadi adanya tindak pidana korupsi. Sistem peradilan pidana bukan hanya
tentang upaya represif akan tetapi upaya preventif merupakan upaya yang
paling utama, upaya pencegahan dalam sistem peradilan di Indonesia yang

belum maksimal. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
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03/Pid.Sus-TPK/2021/PT-JKT, hakim tidak memerhatikan keadilan
sebagai tujuan hukum.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/Pid.Sus-
TPK/2021/PT-DKI sudah terpenuhi dua tujuan hukum yaitu kepastian dan
kemanfaatan akan tetapi tidak terpenuhinya keadilan sebagai tujuan hukum.
Berdasarkan hal tersebut seharusnya Hakim yang notabene nya mempunyai
wewenang untuk memutus perkara semestinya keadilan itu diutamakan
karena didalam kasus ini bukan hanya negara yang dirugikan akan tetapi
para nasabahpun dirugikan. Berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana tentang Penggabungan Perkara Guagatan ganti
Kerugian korban berhak mendapatkan hak nya tapi bersifat materiil.
Seharusnya Pengacara Negara atau Jaksa Penuntut Umum memasukan
kerugian yang dialami oleh para nasabah sehingga dalam putusannya

disatukan antara perkara kepemidanaan dan keperdataannya.
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